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WALIKOTA KEDIRI 

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI 

NOMOR   24   TAHUN 2018 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 50 

TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH  

KOTA KEDIRI 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA KEDIRI, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong tertib administrasi 

pengelolaan keuangan daerah perlu dilakukan 

penyempurnaan kebijakan akuntansi yang berkaitan 

dengan penyisihan dana bergulir dan pengakuan 

pendapatan LO pada PPKD khususnya dana transfer;  

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a maka perlu menetapkan Peraturan 

Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Walikota Kediri Nomor 50 Tahun 2014 tentang Kebijakan 

Akuntansi Pemerintah Kota Kediri; 

 

Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa 

Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286); 

 

SALINAN 
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3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4578); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan sebagaimana 

telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;   

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 

tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual 

pada Pemerintah Daerah; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 

tentang Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir 
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pada Pemerintah Daerah; 

11. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 16 Tahun 2006 

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Tahun 2006 Seri A tanggal 19 

Desember 2006 Nomor 3/A) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 10 Tahun 

2007 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2007 Nomor 

10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10); 

12. Peraturan Walikota Kediri Nomor 50 Tahun 2014 tentang 

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Kediri (Berita 

Daerah Kota Kediri Tahun 2014 Nomor 50) sebagaimana 

telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Kediri 

Nomor 54 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Walikota Kediri Nomor 50 Tahun 2014 tentang Kebijakan 

Akuntansi Pemerintah Kota Kediri (Berita Daerah Kota 

Kediri Tahun 2015 Nomor 54); 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA 

ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 50 

TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI 

PEMERINTAH KOTA KEDIRI. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 50 Tahun 2014 

tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Kediri (Berita Daerah Kota 

Kediri Tahun 2014 Nomor 50) sebagaimana telah diubah terakhir dengan 

Peraturan Walikota Kediri Nomor 54 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Walikota Kediri Nomor 50 Tahun 2014 tentang Kebijakan 

Akuntansi Pemerintah Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2015 

Nomor 54) diubah sebagai berikut : 

1.  Lampiran II.1 Kebijakan Akuntansi Aset pada paragraf 164 diubah, 

sehingga berbunyi sebagai berikut : 

164. Besaran penyisihan dana bergulir tidak tertagih pada setiap akhir 

tahun (periode pelaporan) ditentukan : 

a. Kualitas Lancar, apabila prosentase penyisihan dana bergulir tidak 

tertagih sebesar 0,5 % (nol koma lima persen) dari dana bergulir; 
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b. Kualitas Kurang Lancar, apabila prosentase penyisihan dana 

bergulir tidak tertagih sebesar 10 % (sepuluh persen) dari dana 

bergulir; 

c. Kualitas Diragukan, apabila prosentase penyisihan dana bergulir 

tidak tertagih sebesar 50 % (lima puluh persen) dari dana bergulir 

setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika 

ada); 

d. Kualitas Macet, apabila prosentase penyisihan dana bergulir tidak 

tertagih sebesar 100 % (seratus persen) dari dana bergulir setelah 

dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada). 

 

2. Lampiran II.3 Kebijakan Akuntansi  Pendapatan LO pada paragraf 11 

diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

11. Pengakuan Pendapatan-LO pada PPKD adalah sebagai berikut : 

(a)  Pendapatan Transfer 

  Pemerintah Pusat akan mengeluarkan ketetapan mengenai 

jumlah dana transfer yang akan diterima oleh Pemerintah 

Daerah. Namun demikian ketetapan pemerintah belum dapat 

dijadikan dasar pengakuan pendapatan-LO, mengingat 

kepastian pendapatan tergantung pada persyaratan-

persyaratan sesuai peraturan perundangan penyaluran alokasi 

tersebut. Untuk itu pengakuan pendapatan transfer dilakukan 

bersamaan dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Umum 

Daerah. Walaupun demikian, pendapatan transfer dapat 

diakui pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan 

alokasi, jika itu terkait dengan kurang salur yang diikuti 

dengan telah diterimanya kas pada periode berikutnya. 

(b)  Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 

  Merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk 

dalam kategori pendapatan sebelumnya. Lain-Lain Pendapatan 

Daerah yang Sah pada PPKD, antara lain meliputi Pendapatan 

Hibah baik dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Lainnya, 

Badan/Lembaga/OrganisasiSwasta Dalam Negeri, maupun 

Kelompok Masyarakat/Perorangan. Naskah Perjanjian Hibah 

yang ditandatangani belum dapat dijadikan dasar pengakuan 

pendapatan-LO mengingat adanya proses dan persyaratan 

untuk realisasi pendapatan hibah tersebut. 
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Pasal II 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri. 

 

Ditetapkan di Kediri 

pada tanggal 16 Juli 2018 

  WALIKOTA KEDIRI, 

 
      ttd 

 
 

ABDULLAH ABU BAKAR 

Diundangkan di Kediri 

pada tanggal  16 Juli 2018 

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI, 

 

 ttd  

 

BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO 

 

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN TAHUN 2018 NOMOR  24 

 

  

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

    
 

                                ttd. 
 

YOYOK SUSETYO H.,S.H. 
Pembina Tingkat I 

NIP. 19611216 199003 1 003 

 

 


